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ABSTRAK  :  bahwa dalam rangka melaksanakan sterilisasi penyelenggara Pemilu dari 

penyebaran corona virus Disease 2019 (covid-19) sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Bencana Nonalam Corona Virus 

Disease 2019 (covid-19); bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten Muna Tanggal  9 Oktober 2020 Nomor 800/134.A/X/Tahun 

2020 tentang Penetapan Puskesmas dan Petugas Pelaksana Pemeriksaan Rapid Test 

Corona Virus Disease 2019 (covid-19) bagi Petugas Penyelenggara Pemilu Se-Kab. 

Muna. 
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Republik Indonesia Nomor 3273); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2007 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5063); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5607); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonosia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 



Tahun 2019 tentang Tahapan dan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam 

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 

Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi 

Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 981). 

 
 

CATATAN  :   - Keputusan KPU Kabupaten Muna ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada 

tanggal 11 November 2020. 

     - Lampiran 9 Halaman. 


